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ABSTRAK 

HERNILASARI.2019. Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2015.Jurusan 
ilmu ekonomi studi pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Asdi.. Pembimbing II Asdar. 

Peneliti inibertujuan untuk menganalisis Mengetahui Pengeluaran pemerintah 
di bidang kesehatan terhadap petumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.Populasi 
skaligus juga merupakan sampelnya yaitu data pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan dan data pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (libariy 
research). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif kuantitatif. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 
berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. 

 

 

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 

This researcher aims to analyze Knowing government expenditures in the 

health sector on the economic growth of South Sulawesi. The population is also a 

sample, namely data on government expenditure in the health sector and data on 

South Sulawesi economic growth in 2012-2015. The data collection technique used is 

library research (libariy research). The data analysis method used is quantitative 

descriptive analysis. The research results show that government spending in the 

health sector has an effect on South Sulawesi's Economic Growth. 

 

Keywords: Government, Expenditures and Economic Growth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama hampir setengah abad, perhatian utama masyarakat 

perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonomi dan politisi dari semua 

negara, bai negara-negara kaya maupun miskin, yang menganut sistem 

ekonomi kapitalis, sosialis maupun campuran, semua mendambakan dan 

mengandalkan pertumbuhan ekonomi (economic growth). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan 

kondisiperekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian 

dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila 

tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa 

sebelumnya.Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan perekonomi. 

Masyarakat ekonomi dapat bernilai positif yang berarti kegiatan ekonomi pada 

periode tersebut mengalami peningkatan. sedangkan jika pada suatu periode 

perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegitan ekonomi pada 

periode tersebut mengalami penurunan. 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang terletak 

di Jazirah Pulau Sulawesi. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

Makassar. Sulawesi Selatan memiliki 21 Kabupaten yang terdiri dari 304 

kecamatan, 783 kelurahan dan 2.240 desa. Provinsi Sulawesi Selatan yang 

merupakan salah satu Provinsi yang terletak diantara posisi barat dan timur 
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Indonesia dan terkenal dengan sebutan gerbang dari Kawasan Timur 

Indonesia. 

Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di 

keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan 

prasyarat bagi peningkatan produktivitas masayrakat. 

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di 

Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 

tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah 

pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar 

anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota 

dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. 

Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui 

pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. 

Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi 

Social Overhead Capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau 

menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini 

maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. 

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat 

dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan 

masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah 

terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian 

dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan 

pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
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Pertumbuhan ekonomi merupaan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini 

didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. 

Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu 

bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja 

bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan eonomi yang mampu diciptakan lebih 

kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya 

pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, 

perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan 

jasa untuk memenuhi kegiatan dan keburuhan tersebut. Ketiga, usaha 

menciptakan kemerataan ekonomi (econonic stability) melalui retribusi 

pendapatan (income redistribution) akan lebih muda dicapai dalam periode 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Kesehatanmenunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah 

untuk sektorkesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja 

sektor tersebut.Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap peningkatankinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara 

bertahap daripemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor 

kesehatan.Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan 

alokasianggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih 

harusdominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apa pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan? 

2. Bagaimana pengaruhpertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

periode 2012-2015? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan periode 2012-2015. 

2. Menganalisis pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan periode 2012-

2015. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dalam dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis khususnya pada ilmu 

ekonomi studi pemnbangunan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kebijakan bagi BPS 

(Badan Pusat Statistik) dalam menganalisis pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori  

1. Pembangunan Daerah 

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di 

daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara 

terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi 

masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah 

diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya 

alam dan mengembangkan sumberdaya manusia dengan meningkatkan 

ualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari 

pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah: 

a. Meliputi seluruh aspek kehidupan 

b. Dilaksanakan secara terpadu 

c. Meningkatkan swadaya masyarakat 

Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) 

dalam wilayah tersebut.Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berikutbeberapateoritentangperencanaanpembangunandaerah: 
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Menurut Jhingan (2000:24). Bahwa “pembangunan daerah merupakan 
suatuusaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, meningkatkan 
kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan”. 
 

Sedangkan: 

Menurut Syahroni (2002:3). Bahwa pembangunan daerah adalah 
“kegiatanyang dilakukan secara terstrukur yakni dengan merumuskan 
suatu kegiatanpembangunan daerah yang teratur dari berbagai pelaku, 
baik itu umum maupunpemerintah”. 
 
 

Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah adalah 

merupakan suatuusaha untuk menaikkan pendapatan perkapitayang 

dilakukan secara terstrukur yakni dengan merumuskan suatu 

kegiatanpembangunan daerah yang teratur.  

Pada setiap pembangunan daerah harus dimulai dengan perencanaan 

pembangunan daerah yang juga berperan penting dalam pembangunan 

daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan 

kebutuhan realitas suatudaerah,sebagaimana dinyatakan: 

Menurut Kuncoro (2012:3),bahwa “perencanaan pembangunan daerah 
tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan 
untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai
perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya 
publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga menjadi penting dalam 
proses penyusunannya harus bersifat aspiratif dan menggunakan 
pendekatan perencanaan yang tepat”. 

Sedangkan: 

Menurut Riady, Deddy Supriadi Bratakusuma (2004:7) bahwa perencanaan 
pembangunan daerah adalah “suatu proses perencanaan yang 
dimaksudkan untuk melakuakan perubahan menuju arah yang lebih baik 
bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam 
wilayag/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan 
orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada 
azas prioritas”.  
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Didalam perencanaan daerah mempunyai lembaga khusus yaitu badan 

perencanaan daerah. 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan 

pembangunan tentu melalui beberapa proses perencanaan pembangunan, 

mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RencanaStrategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sampai pada 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal tersebutadalah 

merupakan tata urutan hierarki yang bersifatbottom up-top 

down.Sebagaimanan jugadisebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (permendagri) No.54 Tahun 2010. Padaumumnya perencanaan 

pembangunan daerah di Indonesia mengenal empat pendekatan, 

sebagaimana juga disebutkan di dalam permendagri No.54 Tahun 2010 Pa

sal 6, diantaranya adalahteknokratis, partisipatif, politis dantop down-

bottom up. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang 

merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan 

pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan 

wilayah (regioonal disparity) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang 

maju dangan wilayah yang terbelakang atau kurang maju Hal ini 

dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih 

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan 

struktur ekonomi.  
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2. Pengeluaran Pemerintah  

Dalam neraca anggaran dan pendapatan belanja negara, pengeluaran 

pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran 

rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya 

diunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda 

pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, 

berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang) 

angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. 

Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang 

bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, 

dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana 

rupiah dan bantuan proyek. 

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya 

ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan 

rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara 

garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut : 

a. Pengeluaran Rutin 

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap 

tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai 

yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan 

tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang 

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, 



9 
 

 
 

pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan 

yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan 

pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu 

untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Pengeluaran Pembanguna  

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka 

menambah modal mayarakat. Contoh pembangunan fisik adalah 

pembangunan jalan,jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan 

pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan 

kemiskinan. 

Menurut Mangkosoebroto (1993:169), bahwa Pengeluaran pemerintah 
adalah “hal yang sangat penting karena menyangkut output yang 
dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang 
dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”. 
 

Menurut Dumairy (1999:56), bahwa pengeluaran pemerintah adalah 

“Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menujukkan perannya dalam 

perekonomian Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang 

sejahtera, Pemerintah memiliki 4 peran yaitu : 

1. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan 

sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal 

dan mendukungefisiensi produksi. 

2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan 

sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan 

wajar. 
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3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara 

stabilitasperekonomian dan memulihkannya jika berada dalam 

keadaan equilibrium. 

4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan 

proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, 

berkembang dan maju”. 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan 

sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan 

secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. 

Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari proporsi 

pengeluaran rutin dan pembangunan juga dapat dilihat dari komposisi 

pengeluarannya. Dengan demikian efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu 

indikator tertentu melainkan dari beberapa indikator secara bersama-sama.  

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap 

kebijakanpengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 

antara yang akanmenikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar 

pengeluaran dengan tujuansemata-mata untuk meningkatkan pendapatan 

nasional atau memperluas kesempatankerja adalah tidak memadai 

melainkan harus memperhitungkan siapa (masyarakatlapisan mana) yang 

bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlumenghindari 

agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru 

melemahkankegiatan pihak swasta. 

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap 

kebijakan pengeluarannya, akan tetapi sebagaimana juga diketahui 

pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. 
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Menurut Mangkoesoebroto (2002, hal 170), bahwa “Hubungan 
perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 
menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 
persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada 
tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, 
kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya”.  

 
Menurut Dumairy (2006, hal 167), bahwa “Ada lima hal yang menyebabkan 
pengeluaran pemerintah selalumeningkat. Kelima penyebab tersebut 
adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, 
kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi 
pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan 
irokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah”. 

  
Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah 

Hubungan perkembangandengan tahap-tahap pembangunan ekonomi 

tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahananyang 

mengiringi perkembangan pemerintah. 

Salah satu upaya untuk menstabilkanperekonomian yaitu melalui 

pengeluran pemerintah. Kebijaksanaan fiskal yaitu kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan 

menciptakan tingkat kesempatan kerja yaitu tinggi tanpa adanya inflasi. 

Tujuan dari kebijaksanaan ini adalah mengusahakan agar keseluruhan 

pengeluaran masyarakat dapat mencapai atau mendekati tingkat produksi 

maksimum yang dapat diciptakan oleh masyarakat.  

Menurut Sadono Sukino (1985:30), bahwa “Dalam merealisasikan 

tujuan itu pemerintah dapat melaksanakan salah satu atau gabungan dari 

dua jenis kebijaksanaan fiskal yang dapat dijalankan: 

a. menaikan pajak pendapatan rumah tangga, kebijaksanan ini akan 

mengakibatkan jumlah pendapatan yang dapat di belanjakan oleh 

masyarakat berkurang, sehingga akan mengakibatkan penurunan dalam 

tingkat konsumsi masyarakat. 
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b. mengurangi pengeluaran pemerintah itu sendiri, sehingga dapat 

menciptakan kelebihan dalam anggaran belanjanya, pengurangan ini 

akan menurunkan keseluruhan pengeluaran masyarakat, dengan 

demikian dapat mengurangi atau menghapuskan tekanan inflasi yang 

dihadapi”. 

Bagi negara yang sedang berkembang, pemerintah umumnya 

menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif masyarakat 

sendiri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, sehingga 

jumlah seving mereka menjadi kecil. oleh karena itu, tanpa campur tangan 

pemerintah, kecil kemungkinan suatu perekonomian dapat dilaksanakan 

investasi netto yang cukup besar agar dapat meningkatkan kapasitas 

produksi nasionalnya, sehinggah taraf hidup masyarakat dapat 

ditingkatkan. 

Menurut Suparmoko (1997:25),bahwa “Keharusan campur tangan 

pemerintah dalam pelaksanaan perekonomian disebapkan oleh adanya 

kelemahan-kelemaha yang relevan dari mekanisme psar Yaitu : 

a. Distribusi pendapatan yang tidak merata 

Mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis mempersempit 

kesenjangan distribusi pendapat yang terjadi dalam masyarakat. Untuk 

distribusi pendapat yang lebih merata diperlukan adanya campur tangan 

pemerintah. 

b. Adanya barang-barang kolektif 

Barang kolektif atau barang publik barang-barang atau jasa yang 

tidak dapat disediakan melalui jual beli pasar. Barang atau jasa 
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semacam ini harus disediakan sebagai suatu keseluruhan tidak 

disediakan secara individual. Barang tersebut mempunyai sifat non 

rivalty (tidak bersaing) atau komsumsi seseorang tidak akan mengurangi 

persediaan barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok orang. 

c. Resiko pembiayaan yang besar 

Besarnya usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai 

resiko yang berat tidak akan dijalankan olehswasta. Misalnya untuk 

mendirikan sumber tenaga nuklir diperlukan biaya penelitian dan waktu 

yang lama untuk memperoleh manfaat. Dalam hal ini pemerintah yang 

cocok untuk melaksanakannya, karena usaha tersebut sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, sementara biaya yang dibutuhkan sangat 

besar. 

d. Sifat-sifat monopoli 

Beberapa usaha-usaha tertentu sebaiknya diusahakan dengan 

secara monopoli untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kepentingan 

masyarakat. Karena monopoli menimbulkan social loss, maka kegiatan 

ini haruslah dihasilkan oleh pemerintah. Tanpa campur tangan 

pemerintah akan timbul kerugian sosial yang besar dalam masyarakat 

karena harga terlalu tinggi dan produk yang terlalu sedikit. 

e. Timbulnya inflasi dan deflasi  

Mekanisme pasar tidak dapat tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi 

secaca otomatis. Dalam hal ini pemerintah dapat mencegah timbulnya 

inflasi dan deflasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 
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Kebijakan fiskal penstabil otomatik atau disebut juga stabilisator 

terpasang: 

Menurut Lipsey (1990:36), “adalah berbagai kebijakan yang dapat 
menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan 
nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatik 
mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan 
oleh perubahan-perubahan outonomous pada pengeluaran-pengeluaran 
seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah 
harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan 
nasional pada waktu perubahan ini terjadi”.  

Tiga bentuk penstabil otomatik yang utama adalah sebagai berikut : 

a. Pajak 

Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan 

disposebel yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional 

tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan mengkonsumsi 

marginal tertentu dari pendapatan disposebel, pajak langsung 

mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marjinal dari 

pendapatan nasional. 

b. Pengeluaran pemerintah 

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah 

cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan 

nasional yang bersifat siklus. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh 

peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat 

dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan 

sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk 

investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. 

Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu 

perekonomian, makin kecil kadar ketidak-stabilan siklus pada seluruh 
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pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian 

dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, 

pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatik yang ampuh 

dalam perekonomian. 

c. Transfer pemerintah 

Transfer pemerintah contohnya berupai jaminan sosial, jaminan 

kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer 

yang berperan sebagai stabilisator terpasang cenderung menstabilkan 

pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi 

pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan 

fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan 

pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. 

Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik 

harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam 

proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu 

dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk 

dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan 

fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang. 

Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu 

melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah 

hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran 

rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan 

pertumbuhan ekonomi yang memadai. 
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3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis.Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan, dan 

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 

pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. 

Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan 

bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat 

keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi 

kesehatan pribadinya, dan orang lain.Data terakhir menunjukkan bahwa 

saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu 

mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang 

pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. 

Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan 

kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil, dan pedagang. 

Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung 

dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa 

kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan 

itu sendiri. 

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, 

tanpakesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas 

baginegara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada 

jaminankesehatan bagi setiap penduduknya. Negara sedang berkembang 

seperti Indonesia sedang mengalami tahapperkembangan menengah, 

dimana pemerintah harus menyediakan lebihbanyak sarana publik seperti 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelik&action=edit&redlink=1
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kesehatan untuk meningkatkan produktifitasekonomi. Sarana kesehatan 

dan jaminan kesehatan harus dirancangsedemikian rupa oleh pemerintah 

melalui pengeluaran pemeritah. 

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami 

tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan 

lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan 

produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus 

dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran 

pemeritah. 

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005:53) 

menunjukkanbahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong 

tenaga medis danpersentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan 

berpengaruh secarasignifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara 

umum, kesehatanmenunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran 

pemerintah untuk sektorkesehatan terbukti cukup besar terhadap 

peningkatan kinerja sektor tersebut.Mengingat besarnya pengaruh 

pengeluaran pemerintah terhadap peningkatankinerja dari kesehatan maka 

perlu adanya upaya secara bertahap daripemerintah untuk meningkatkan 

pengeluarannya pada sektor kesehatan.Masih rendahnya kapasitas 

anggaran daerah untuk meningkatkan alokasianggaran dalam sektor 

kesehatan menimbulkan implikasi masih harusdominannya pemerintah 

pusat sebagai sumber pembiayaan. 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomiadalah proses perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik 
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selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga 

sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 

ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya menjelaskan perkembangan 

ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi suatu 

negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth 

merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan 

output dalam periode tertentu, misal satu tahun atau dengan kata lain, 

pertumbuhan ekonomi merepresentasikan adanya peningkatan kapasitas 

produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Beberapa 

faktor penting yang dianggap berpengaruh cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu negara diantaranya adalah: 

a. Tanah dan Kekayaan Alam 

Faktor tanah dan kekayaan alam merupakan faktor yang dapat 

dengan mudah digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu 

negara. Negara dengan kekayaan alam yang tinggi dan memiliki nilai 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomiannya 

dibanding dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. 

Sumber alam atau kekayaan alam dapat menarik investor untuk 

membangun sejumlah industri. Nilai ekonomi dari kegiatan produksi 

pengolahan kekayaan alam ini dapat menjadi basis pengembangan 

perekonomian jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara 

Asia dimulai dari sektor pertambangan minyak bumi. Namun demikian, 
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perkembangan ekonomi suatu negara tidaklah berarti sangat 

bergantung pada faktor tanah dan kekayaan alam. Beberapa negara 

justru dapat berkembang perekonomiannya bukan dari sektor 

pertambangannya. Negara Jepang dan Belanda merupakan contoh 

negara yang dapat tumbuh walaupun tidak memiliki kekayaan alam 

yang cukup namun dapat berkembang dengan pesat. 

b. Mutu Tenaga Kerja dan Penduduk 

Mutu tenaga kerja dan masyarakat suatu negara merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan 

penduduk akan mampu meningkatkan produktifitas yang tinggi. Tingkat 

produksi akan bertambah tinggi. 

Selain itu, jumlah penduduk juga akan mempengaruhi cakupan 

pangsa pasar menjadi lebih luas. Jumlah penduduk yang lebih banyak 

akan mendorong meningkatkan sisi permintaan. Peningkatan sisi 

penawaran akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan 

produksinya. Dengan demikian, peningkatan mutu tenaga kerja dan 

jumlah penduduk akan menciptakan dorongan terhadap pertambahan 

produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. 

c. Barang Modal dan Tingkat Teknologi 

Barang modal menjadi penting dalam perkembangan ekonomi 

karena dengan barang modal sebagian produk dari berbagai industri 

dihasilkan. Barang modal dapat mempertinggi efisiensi pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah barang modal akan menentukan jumlah produk yang 
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akan dihasilkan. Semakin bertambah barang modal semakin tinggi 

produksi yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. 

Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan peran yang sangat 

penting dalam memproduksi barang atau produk secara efisien. 

Sejumlah negara dapat meningkatkan perekonomiannya terutama 

disebabkan oleh kemajuan teknologinya. Teknologi memberikan 

beberapa pengaruh positif yang dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Teknologi mampu mempertinggi efisiensi suatu 

produksi, mampu menciptakan barang modal baru, dan mampu 

menghasilkan barang dengan mutu tinggi yang bernilai ekonomi tinggi.  

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat 

Sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat 

perkembangan ekonomi yang cukup serius dibeberapa negara 

berkembang. Kebiasaan yang secara tradisional dianut oleh 

masyarakatnya menolak untuk menggunakan cara atau alat produksi 

yang lebih produktif dan efisien. Pada masyarakat demikian akan sulit 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Namun demikian, beberapa negara memiliki msyarakat dengan sikap 

yang dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pada masyarakat yang 

memiliki sikap hemat dan menabungkan uangnya untuk investasi. 

Diketahui bahwa investasi memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Mengingat Indonesia yang mengalami krisis pada ahir tahun 1997 dan 

awal tahun 1998 membawa akibat buruk pada pereonomian dalam negri. 
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Maka pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengacu 

usaha-usaha yang mengarah kepada pembangunan ekonomi masyarakat, 

sehingga dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada 

ahirnya dapat memberikan konstribusiterhadap perekonomian regional dan 

nasional melalui kebijakan dengan menambah anggaran pengeluaran. 

Menurut Sadono Sukirno (1994;10).Pengertian pertumbuhan ekonomi 
adalah “proses kenaikan output perkapita yangterus menerus dalam jangka 
panjang di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 
indikator keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di 
suatu daerah. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka makin tinggi pula 
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah”. 
 
Menurut Todaro (2005:44), “Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses 
peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu 
identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran 
pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam”. 

 
Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan 

Swan (1956:44) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap 

pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak. 

Di Indonesia sektor pemerintah memilikiperanan besar dalam sejarah 

perekonomian.Peran tersebut dituangkan pemerintah dalambentuk 

pelaksanaan kebijakan fiskal untukmencapai tujuan utama 

pembangunanberupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi,mengurangi 

pengangguran dan mengendalikaninflasi. Kebijakan fiskal yang 

dijalankanpemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu 

perpajakan dan pengeluaran. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per 

kapitadiproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, pada 

umumnya para ahli ekonomi memberikan pengertian yang sama pada 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sebagai kenaikan 
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dalam pendapatan per Kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu 

perencanaan dari timbulnya perbaian dalam kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Tetapi beberapa ahli ekonomi membedakan pengertian 

pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. 

Sukirno (1997:50) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi 

diartikan sebagai:  

1. Peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat 

pertambahan GDP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari 

tingkat pertambahan penduduk.  

2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat yang 

dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur 

ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil daripada tingat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan 

dalam struktur ekonomi terjadi atau tidak. 

 
B. Tinjauan Empiris 

Kemenkeu (2017), dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015”Pengeluaran kesehatan 

juga terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan yang digunakan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengeluaran di sektor kesehatan akan 

dibagi ke berbagai subsektor, antara lain obat dan perbekalan kesehatan, 

pelayanan kesehatan pererorangan dan masyarakat, kependudukan dan 

keluarga berencana serta kesehatan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk 
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memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebeser 5% dari belanja negara, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

Najiha Habibi Siregar (2009), dengan judul “Analisis Pengaruh 

Pengeluaran PemerintahTerhadap Pertumbuhan EkonomiDi Sumatera Utara 

fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” mengkaji 

tentang pengaruh penanamanmodal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Sumatera Utara. Ia menyimpulkanbahwa “ada hubungan yang kuat dan positif 

antara penanaman modal asing danpertumbuhan ekonomi di Sumatera 

Utara”. 

Rumate (2015), dengan judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di 

kabupaten kutai timur”Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, 

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan 

adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran 

kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar 

gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan 

Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. 

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi 

kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan 

turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun 

rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas 

manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. 
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Kuncoro (2013), dengan judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di 

kabupaten kutai timur” Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu 

komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai 

kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju 

pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah 

dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat 

hampir di segala bidang ekonomi. (IPM) dapat diwujudkan melalui realisasi 

belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarkat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, 

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan 

sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, 

tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

C. Kerangka Konsep 

Menurut teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave tahap-

tahappembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 

menengahdan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi 

persentase investasipemerintah terhadap total investasi besar sebab pada 

tahap ini pemerintah harusmenyediakan prasarana, seperti misalnya 

pendidikan dan kesehatan dalam hal ini terbagi dalam perumahan dan 

transportasi. Pada tahapselanjutnya peran pemerintah semakin berkurang 
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dan peranan investasi swastasudah semakin membesar. Peranan pemerintah 

tetap besar pada tahap menengah,oleh karena peranan swasta yang semakin 

besar ini banyak menimbulkankegagalan pasar, dan juga menyebabkan 

pemerintah harus menyediakan barangdan jasa publik dalam jumlah yang 

lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. 

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa 

pembangunanekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaranpengeluaran untuk aktivitas sosial. Melalui 

pengeluaran pemerintah pemerintahpemerintah dapat memberikan kontrol 

terhadap pertumbuhan ekonomi.Saat ini Indonesia sedang berada pada tahap 

pembangunan dimanaperbaikan sumber daya manusia sangat dibutuhkan 

dalam proses pembangunan.Perbaikan kualitas sumber daya manusia, 

menurut Mankiw dapat meningkatpertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek 

perbaikan sumber daya manusia dapatdilakukan melalui pembangunan di 

sektor pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sektor-sektor tersebut dapat 

direalisasikanpemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Pengeluaran 

pemerintah dalamketiga sektor tersebut pada jangka panjang akan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kemudian akan meningkatkan 

efisiensi produksi dan pada akhirnyaakan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas 

pengaruhpengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan pertumbuhan 

ekonomi dariberbagai sektor yang dianggap penting. Sektor-sektor 

fundamental yang menjadisaluran pengeluaran pemerintah adalah pendidikan 

dan kesehatan. 
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Sektor-sektor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung 

padakondisi studi kasus negara yang diteliti. Negara-negara Eropa misalnya 

lebihbanyak meneliti pengeluaran pemerintah atas kesejahteraan, pendidikan, 

danpertahanan. Serupa juga dengan negara-negara Timur Tengah yang 

rawanperang, pengeluaran pemerintah terhadap sektor pertahanan keamanan 

sangatmempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Penelitan yang dilakukan Donald 

N dan Shuanglin (1993) membahaspengeluaran pemerintah atas pendidikan, 

kesejahteraan dan keamanan diberbagainegara maju dan negara sedang 

berkembang. Hasil yang didapat adalah sektorpendidikan dan keamanan 

berpenganguh positf dan sektor kesejahteraanberpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Peneltian yang dilakukanoleh Ari Widodo (2010) 

menjelaskan mengenai pengaruh Indeks PembangunanManusia (IPM) dalam 

kaitannya dengan hubungan antara pengeluaranpemerintah sektor publik 

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. 

Hasil yang diperoleh adalah pengeluaran pemerintah sektor publik seperti 

yangmenjadi pembahasan penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai 

variabelindependen dalam mempengaruhi kemiskinan.Sampai saat ini sangat 

sedikit penelitian ilmiah dengan studi kasusIndonesia yang membahas 

pengaruh pengeluaran pemerintah atas sektorfundamental pembangunan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasilhasilpenelitian terdahulu 

masih sangat beragam mengenai hubunganpengeluaran pemerintah dalam 

sektor publik terutama sektor pendidikan dankesehatan secara bersama-sama 

mempengaruhi pertumbuhanekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk pengamatan 

atas suatu hal yang biasa dinyatakan dalam angka atau bilangan hasil 

perhitungan seperti menghitung, mengukur dan menimbang. Tujuan dalam 

penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaukan tepatnya pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun situs pada penelitian ini yaitu pada 

Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh adalah data 

dalam bentuk tahunan untuk masing–masing daerah.Penelitian akan 

dilaksanakan selama 2 bulan agar hasil dari penelitian pun sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. 

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi 

operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti yang 

ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena 

berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bangaimana caranya 

melakukan pengukuran terhadap variabel yang digunakan berdasarkan 

konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap 

menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran 

yang lain. 
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Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai 

variabel dependen sedangkan variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan sebagai variabel independen. 

1. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah besarnya 

pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk 

membiayai pembangunan di sektor kesehatan. Anggaran kesehatan 

dinyatakan dalam miliar rupiah pertahun. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

penting untukmengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah 

dalam suatu periode tertentu, baik atasdasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan. 

 
D. Jenis dan Sumber Data  

1. Data Primer, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh melalui pengisian 

kuesioner, wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap obyek 

penelitian tentang analisis pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

dokumentasi yang meliputi sumber-sumber hokum, peraturan dan konsep 

mengenai analisis pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

 
E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk suatu 

masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi bukan hanya sekedar 
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jumlah yang ada pada obyek-subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi 

seluruh karekteristik yang dimiliki oleh subyek-obyek itu. Populasi dalam 

penelitian ini Sumber data adalah tempat diperolehnya data secara 

langsung melalui Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 

sulawesi selatan. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Pengambilan sampel dilakukan  melalui catatan, literatur, dokumentasi 

dan lain - lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dalam bentuk sudah jadi dari Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing–

masing daerah. 

 
F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui tenik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Berikut ini ada bebrapa tenik npengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melaukan pengamatan 

atau peninjauan secara cermat terhadap variabel yang diteliti, pengamatan 

ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhan dan sebagai bahan 

informasi atau data penelitian. 



31 
 

 
 

2. Interview indepth (wawancara mendalam), yaitu pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab kepada beberapa pegawai pada kantor Badan 

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawasi Selatan. 

3. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan variabel penelitian baik berupa dokumen, tempat, dan waktu 

pelaksanaan.  

 
G. Tenik Analisis 

Penelitian ini menggunakan alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi 

pendapatan nasional.Data pendapatan nasional mengambarkan tingkat produksi 

negara yang diciptakan dalam satu tahun tertentu atau perubahannya dari tahun 

ketahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam merubah tingkat kegiatan 

ekonomi dan kepesatan pertumbuhannya. Mengukur prestasi kegiatan ekonomi 

produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan 

tentang nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam satu tahun 

tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional atau 

pendapatan nasional diatas dibedakan dari dua pengertian : Produk Nasional 

Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Nasional yang 

diwujudkan oleh warganegara suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto, 

sedangkan Produk Domestik Bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh 

penduduk dalam suatu negara.Dari arti pengertian PNB dan PDB dapat 

disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut pada akhirnya merupakan ukuran 

mengenai besarnya kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan 

jasadalam satu tahun tertentu. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi data produk nasional dapat pulah digunakan 

untuk (1) menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, dan (2) menentukan tingkat 
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kemakmuran masyarakat dan perkembangannya.Untuk menilai prestasi 

pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil, 

yaitu PNB dan PDB yang dihitung menurut harga yang berlaku dalam tahun 

dasar.Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap, yaitu 

harga yang berlaku dalam tahun dasar.Tingkat (persentasi pertambahan) 

pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PNB atau PDB yang berlaku 

dari tahun ke tahun.Perhatikan contoh berikut. Misalkan di suatu negara dalam 

tahun 1993 produk nasional bruto riil bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat 

menjadi 126 triliun rupiah pada tahun 1994. Berapakah tingkat pertumbuhan 

ekonomi pada thun 1994? Berdasarkan data di atas tingkat pertumbuhannya 

adalah : 

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1994  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan 

1. Keadaan Geografi Sulawesi Selatan  

ProvinsisSulawesi Selatan adalahsebuahProvinsi di Indonesia, yang 

terletakdibagianselatan Sulawesi.IbuKotanya adalah Makassar, 

dahuludisebut Ujung Pandang.Provinsi  Sulawesi Selatan terletakantara 

0012’-800Lintang Selatan dan116048’-122036’ Bujur Timur. LuwasWilayahnya 

62.482,54 km2denganbatas-bataswilayahsebagaiberikut : 

1. Sebelah utara :Propinsi Sulawesi Tengah 

2. Sebelah timut :Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara 

3. Sebelah selatan :Laut Flores 

4. Sebelah barat :Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan 

Secara geografis wilayah Sulawesi Selatan berbatasan dengan provinsi 

Sulawesi Barat di bagian Utara, selat Makassar di bagian Barat, teluk Bone dan 

Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, dan Laut Flores di sebelah Selatan. 

Sulawesi Selatan memiliki 4 danau yakni Danau Tempe di kabupaten Wajo, 

Danau Sidenreng di kabupaten Sidrap, Danau Matano dan Towuti di kabupaten 

Luwu. Tercatat terdapat 7 gunung dan pegunungan yang berada di Sulawesi 

Selatan dengan gunung Rantemario (3.470 mdpl) adalah gunung tertingginya 

terletak di antara kabupaten Luwu dan Enrekang. Sungai yang mengalir di 

wilayah ini sekitar 65 aliran sungai, dengan sungai terpanjang adalah Sungai 

Saddang (150 km) yang mengalir melalui kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang 

dan Polewali. Terdapat empat kategori lahan di Sulawesi Selatan yaitu, Dataran 
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Rendah yang  meliputi hampir semua kabupaten/kota. Dataran tinggi meliputi 

kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Sinjai, Gowa, Bone, dan 

sebagian wilayah Sidrap, Wajo, Pinrang, Maros, Pangkep dan Pare-pare. 

Wilayah perairan  dan pantai meliputi kabupaten/kota yang terbentang di pesisir 

pantai Timur dan pantai Barat dan laut dalam yang meliputi Selat Makassar, 

Teluk Bone dan Laut Selayar.Secara administratif merupakan bagian dari 

Sulawesi Selatan. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaudmembentang ke 

utara dari ujung timur laut Sulawesi. 

Jumlah penduduk disetiap provinsi sangat beragam dan bertambah 

dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam,pula. Provinsi Sulawesi Selatan 

merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduuk terbanyak. Kota 

Makassar menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak yang meningkat tiap 

tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah penduduk kota Makassar 1.342.826 jiwa, lalu 

tahun 2013 laju pertumbuhan meningkat 1,57% menjadi 1.429.242 jiwa, kan 

tetapi pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 

0,16% hingga jumlah penduduknya hanya meningkat menjadi 1.449.401 jiwa, 

akan tetapi pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 

1,39% hingga jumlah penduduknya hanya meningkat menjadi 1.469.601 jiwa.  

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2012-
2015 

No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 

1 Selayar 124.553 127.220 128.744 130.199 

2 Bulukumba 400.90 404.896 407.775 410.485 

3 Bantaeng 179.505 181.006 182.283 183.386 

4 Jeneponto 348.138 351.111 353.287 355.599 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sangihe
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Talaud
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5 Takalar 275.034 280.590 283.762 286.906 

6 Gowa 670.465 696.096 709.386 722.702 

7 Sinjai 232.612 234.886 236.497 238.099 

8 Maros 325.401 331.796 335.596 339.300 

9 Pangkep 311.604 317.110 320.293 323.597 

10 Barru 168.034 169.302 170.316 171.217 

11 Bone 728.737 734.119 738.515 742.912 

12 Soppeng 226.202 225.512 225.709 226.116 

13 Wajo 389.552 390.603 391.980 393.218 

14 Sidrap 277.451 283.307 286.610 289.787 

15 Pinrang 357.095 361.293 364.087 366.789 

16 Enrekang 193.683 196.394 198.194 199.998 

17 Luwu 338.609 343.793 347.096 350.218 

18 Tana Toraja 224.523 226.212 227.588 228.984 

19 Luwu Utara 292.756 297.313 299.989 302.687 

20 Luwu Timur 250.608 263.012 269.405 275.595 

21 Toraja Utara 220.304 222.393 224.003 225.516 

22 Makassar 1.362.606 1.408.072 1.429.242 1.449.401 

23 Pare Pare 132.048 135.192 136.903 138.699 

24 Palopo 152.703 160.819 164.903 168.894 

Sulawesi Selatan 8.190.222 8.342.047 8.432.163 8.520.304 

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018 

Secara geografis Sulawesi Selatan membujurdari Utara ke Selatan 

dengan panjang garis pantai mencapai 2.500 km. Luas wilayah Propinsi 

Sulawesi Selatan yang tercatatsetelah pemekaran dengan Sulawesi Barat 

46.083,94 km2 yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. 
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Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin : 

Tabel 2.2 

jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2012-2015 

Tahun Laki laki Perempuan 

2012 4.003.655 4.186.567  

2013 4.071.434 4.270.613 

2014 4.116.737 4.315.426 

2015 4.160.975 4.359.329 

  Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menurut 

jenis kelamin pada tahun 2012-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,1% 

disetiap tahunnya. 

2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 

Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan merupakan hal penting 

dalam kehidupan manusia, olehkarena itu pemerintah sebagai pemengang 

kebijkan sudah seharusnya memperhatikan salah satu hal yang mendukung 

terciptanya pembangunan manusia, berikut Struktur ekonomi propinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.  

Tabel 2.3 

Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2015 (%) 

N0 Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 

1 Pertanian 28.02 25.83 25.30 24.78 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

5.51 6.04 6.07 5.61 

3 IndustriPengolahan 12.52 12.27 12.21 12.14 
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4 Listrik, Air, dan Gas 0.95 0.92 0.91 0.90 

5 Bangunan 5.39 5.54 5.64 5.67 

6 Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 

16.70 17.37 17.63 17.98 

7 Angkutan dan Komunikasi 7.96 8.01 7.89 8.12 

8 Keuangan, Penyewaan, 
dan Pengawasan 

6.24 6.63 6.92 7.38 

9 Jasa – Jasa 16.71 17.42 17.44 17.41 

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018 

PertumbuhanEkonomi merupakan salah satu indicator  

pentinggunamengukur dan mengevaluasipembangunanekonomi yang 

dilaksanakan di Sulawesi Selatan salah satunya adalah rumah sakit, puskesmas 

dan fasilitas kesehatan lainya.Jumlah puskesmas yang dimiliki Provinsi Sulawesi 

Selatan sebanyak 448,dan kot Makassar memilki 43 puskesmas, Kota pare-pare 

memiliki 6 dan Kota palopo memiliki 12. Fasilitas kesehatan di Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2012 berjumlah 11.539 unit, lalu hingga tahun 2013 

berjumlah 12.136 unit, lalu hingga tahun 2014 meningkat menjadi 12.141 unit,  

lalu hingga tahun 2015 meningkat menjadi12.142 unit. Adapun fasilitas 

kesehatan yang dimiliki pda tahun 2015, yaotu 88 rumah sakit, 19 rumah 

bersalin, 448 puskesmas, 1,227 puskesmas pembantu, 408 puskesmas kelliling, 

9,657 psyandu, 143 klinik/balai kesehatan, dan 153 polindes. 

Tabel 2.4 

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Privinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2012-2015 

No Kabupaten/Kota 
Rumah 
Sakit 

Puskesmas 
Puskesmas 
Pembantu 

1 Selayar  1 14 64 

2 Bulukumba 1 20 58 
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3 Bantaeng 1 13 22 

4 Jeneponta 1 18 55 

5 Takalar 1 15 51 

6 Gowa 2 25 119 

7 Sinjai  1 16 62 

8 Maros 2 14 24 

9 Pangkep 1 23 60 

10 Barru 1 12 34 

11 Bone 4 38 70 

12 Soppeng 1 17 44 

13 Wajo 2 23 55 

14 Sidrap 3 14 42 

15 Pinrang  3 16 44 

16 Enrekang 2 13 68 

17 Luwu 1 21 104 

18 Tana Toraja 2 21 31 

19 Luwu Utara 2 14 49 

20 Luwu Timur 2 15 59 

21 Toraja Utara 2 25 27 

22 Makassar 43 43 38 

23 Pare Pare 5 6 0 

24 Palopo 6 12 31 

Sulawesi Selatan 90 448 1211 

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan menurut 

kabupaten/kota sudah bagus dilihat dari jumlah rumah sakit, pusesmas, dan 

pusesmas pembantu yang banyak. 

Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah fasilitas kesehatan 

kabupaten/kota se Sulawesi Selatan : 
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Tabel 2.5 

Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Sulawesi SelatanTahun 2012-
2015 

Tahun 2012 2013 2014 2015 

Rumah Sakit 96 84 88 88 

Rumah Bersalin 86 46 19 19 

Puskesmas 431 440 446 448 

Puskesmas Pembantu 1.235 1.257 1.227 1.227 

Puskesmas Keliling 421 445 408 408 

Posyandu 9.183 9.401 9.657 9.657 

Klinik/Balai kesehatan 87 236 143 143 

Polindes - 227 153 153 

Sulawesi Selatan 11.539 12.136 12.141 12.142 

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018 

Pada tabel diatas dapat dilihat ada perubahan dari tahun 2012 blum 

mempunyai fasilitas kesehatan seperti polindes, namun pada tahun 2013-2015 

dapat dilihat bahwa sudah ada fasilitas polindes. 

B. Hasil Penelitian 

PertumbuhanEkonomi merupakan salah satu indicator  

pentinggunamengukur dan mengevaluasipembangunanekonomi yang 

dilaksanakan di Sulawesi Selatan. 

Dalammengukurtingkatpertumbuhanekonomidigunakan PDRB atas dasar harga 

tahun 

2010.MaksudperhitunganiniadalahuntukmengetahuiPertumbuhanriilekonomi 

yang nilainyatelahbebasdariharga. 
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Tabel 3 berikut ini memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan PDRB 

kabupaten/kota se Sulawesi Selatan : 

 

Tabel 2.6 

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Konstan 2010 Menurut Kabupatwn/Kota di Provinai Sulawesi Selatan 

(Persen), 2012-2015 

N0 Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 

1 Kep. Selayar 7,88 8,18 9,01 8,81 

2 Bulukumba 9,65 7,77 8,54 5.61 

3 Bantaeng 9,67 9,00 8,33 6,63 

4 Jeneponto 7,55 6,64 7,93 6,53 

5 Takalar 6,58 8,80 9,76 8,40 

6 Gowa 8,15 9,42 7,17 6,79 

7 Sinjai 7,32 9,79 6,98 7,54 

8 Maros 11,14 6,28 4,73 8,58 

9 Pangkep 8,26 9,33 10,41 7,96 

10 Barru 8,39 7,87 7,35 6,31 

11 Bone 8,21 6,30 9,53 8,29 

12 Soppeng 6,93 7,27 6,89 5,10 

13 Wajo 6,50 6,92 9,67 7,05 

14 Sidrap 8,93 6,93 7,87 7,98 

15 Pinrang 8,51 7,27 8,11 8,24 

16 Enrekang 7,30 5,84 5,99 6,89 

17 Luwu 7,00 7,74 8,81 7,26 

18 Tana Toraja 8,58 7,19 6,80 6,84 

19 Luwu Utara 6,81 7,39 8,82 6,66 

20 Luwu Timur 5,62 6,30 8,10 6,43 

21 Toraja Utara 9,45 9,74 7,64 7,65 
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22 Makassar 9.64 8,55 7,39 7,46 

23 Pare Pare 8,80 7,95 6,33 6,28 

24 Palopo 7,00 8,02 7,05 6,45 

Sulawesi Selatan 8,87 7,62 7,54 7,17 

Sumber:BPSProvinsi Sulawesi Selatan 2018 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 

relatif homogen, pada tahun 2012 angka terendah di berada pada kabupaten 

luwuk timur dengan presentasi 5.62 dan yang tertinggi kabupaten maros 

dengan pesentase 11,14. 

Pada tahun 2013 menunjukkan angka terendah di berada pada 

kabupaten Enrekang dengan presentasi 5.84 dan yang tertinggi kabupaten 

Sinjai dengan pesentase 9,79. 

Pada tahun 2014 menunjukkan angka terendah di berada pada 

kabupaten Maros dengan presentasi 4,73 dan yang tertinggi kabupaten 

Pangkep dengan pesentase 10,41. 

Pada tahun 2015 menunjukkan angka terendah di berada pada 

kabupaten Soppeng dengan presentasi 5.10 dan yang tertinggi kabupaten 

Selayar dengan pesentase 8,81. 

Angka pertumbuhan penduduk : 

Tahun 2012       Tahun 2014 

 7,65 - 8,87 = 1,22    7,62 - 7,54 = 0,08 

 
    

    
               

    

    
           

Tahun 2013      Tahun 2015 
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 8,87 – 7,62 = 1,25    7,54 - 7,17 = 0,37 

    

    
              

    

    
           

 

Tabel 2.7 
Laporan Realisasi Anggaran Kesehatan Laju Pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Brutodan Hasil Selisi 

Tahun Realisasi Anggaran 
kesehatan 

Pertumbuhan Ekonomi Hasil Selisi 

2012 98,89% 8,87 -13,7% 

2013 93,47% 7,62 16,4% 

2014 98,49% 7,54 1,06% 

2015 92,33% 7,17 5,16% 

Sumber :Diolahdari data Primer 2019 

Hasil selisi pertahun, pada tahun 2012 menunjukkan hasil pesentasi -

13,7% dan tahun 2013 dengan hasil presentasi 16,4% sedangkan tahun 

2014 dengn hasil presentasi 1,06% begitu juga tahun 2015 hasil presentasi 

5,16%. 

Langkah dan upaya pemerintah dalam menggalakkan otonomisasi 

daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong 

gerak roda pembangunan di daerah yaitu melalui optimalisasi kinerja 

pemerintah daerah, yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan 

perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.Dengan dikuranginya ketergantungan Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan 

daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut lebih berupaya menggali segala 

potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 
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Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak 

sedikit.Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari 

sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam 

pelaksanaan pembangunan dalam hal ini sektor kesehatan. Dengan kata 

lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal 

mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara 

menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. 

Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat 

menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan dalam hal ini 

sektor kesehatan. 

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan undang-undang di 

indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah uu no 36 

tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan 

pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN diluar gaji sementara 

anggaran kesehatan pemerinta daerah provinsi dan kab/kota dialokasikan 

minimal 10% dari APBD di luar gaji.  

Anggaran yang di keluarkan untuk sektor kesehatan yang terealisasi 

dengan baik hal terlihat karena di sektor kesehatan dapat di lihat pada tabel : 

Tabel 2.8 

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

Uraian 2012 2013 2014 2015 

Anggaran 35.099.295.361 46.982.505.163,82 53.011.691.305,69 87.675.939.116,38 

Realisasi 34.711.070.960 43.916.556.216 52.213.057.400 80.949.146.47 
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Persen 98,89% 93,477% 98,49% 92,33% 

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2019 

Tabel diatas pengluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat dilihat bahwa 

anggaran yang tersedian tahun 2012 sebanyak Rp. 35.099.295.361 dan 

terealisasi Rp. 34.711.070.960 dengan persen 98,89%. tahun 2013 sebanyak 

Rp. 46.982.505.163,82 dan terealisasi Rp. 43.916.556.216 dengan persen 

93,47%. tahun 2014 sebanyak Rp.53.011.691.305,69dan terealisasi Rp. 

52.213.057.400 dengan persen 98,49%. tahun 2015 sebanyak 

Rp.87.675.939.116,38 dan terealisasi Rp. 80.949.146.47 dengan persen 92,33%. 

Berikut tabel Persenan Laporan Realisasi Dinas Kesehatan dan Laju 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruta : 

Tabel 2.9 
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Laju Pertumbuhan 

Produk Domestik Regional Bruto 

Tahun 
Presentasi Realisasi 

Anggaran  
Pertumbuhan Ekonomi 

2012 98,89% 8,87 

2013 93,47% 7,62 

2014 98,49% 7,54 

2015 92,33% 7,17 

Sumber:Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan BPS Provinsi 
Sulawesi Selatan 2018 

 
Pada tabel diatas, Perkembangan antara fariabel realisasi anggaran dinas 

kesehatan dan fariabel tingkat presentase pertumbuhan ekonomi dari tahun 

2012-2015 provinsi sulawesi selatan. Presentasi realisasi anggaran di tahun 

2012 menunjukkanbahwasebagianbesar 98,89% dengan pertumbuhan Ekonomi 

8.87, Sedangkan di tahun 2013 mengalami penurunan, di bandingkan tahun 
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sebelumnya dimana Presentasi realisasi anggaran 93,47% dengan pertumbuhan 

ekonomi yang menurun diangka 7.62. Di tahun 2014 menunjukkan bahwa 

presentasi realisasi anggaran meningkatan  98,49% dengan pertumbuhan 

Ekonomi menurun di angka 7.56 sedangkan di tahun 2015 kembali mengalami 

penurunan Presentasi realisasi anggaran sebesar 92,33% dengan pertumbuhan 

ekonomi kembali meningkat dengan angka 7.17.  

Dari data pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan 

dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan 

tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan. 

Misalnya ,maka disajikan data PDRB perkapita. 

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari 

tahun ketahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini 

menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Slatan rata – 

rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita 

dimasing – masing tahun tersebut. 

Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya 

pembangunan kualitas hidup manusia.Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh 

pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan dasar penduduknya.Anggaran sektor kesehatan memang selalu lebih 

kecil, namun sejak tahun 2001 pengeluaranpemerintah atas kesehatan terus 

meningkat.Periode tahun 1969-1995 anggaran pemerintah atas sektor kesehatan 

cenderung konstan.Pemerintahorde barukala itu tidak banyak mengeluarkan 

kebijakan di sektor kesehatan,pelayanan kesehatan hanya terpusat pada kota-

kota.Pada pemerintahan ordebaru tidak banyak program kesehatan dicanangkan 
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selain program keluargaberencana dan beberapa pengentasan penyakit 

menular.Periode setelah krisis1997/1998 merupakan momentum perubahan 

sistem pelayanan kesehatan diIndonesia.Walaupun mengalami penurunan 

hingga 3 persen dari tahunsebelumnya, namun setelah krisis pemerintah 

mengeluarkan program-programterkait perbaikan sektor kesehatan. Hal ini 

kemudian meningkatkanpengeluaran pemerintah atas kesehatan hingga 5 

persen yaitu2.333.981.318,75 rupiah pada tahun 1998 dan meningkat 

hingga4.013.122.568,75 rupiah pada tahun 1999/2000. 

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi 

pendapatan nasional.Data pendapatan nasional mengambarkan tingkat 

produksi negara yang diciptakan dalam satu tahun tertentu atau 

perubahannya dari tahun ketahun. Maka ia mempunyai peranan penting 

dalam merubah tingkat kegiatan ekonomi dan kepesatan pertumbuhannya. 

Mengukur prestasi kegiatan ekonomi produk nasional atau pendapatan 

nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa 

yang diproduksikan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dalam konsep 

yang lebih spesifik pengertian produk nasional atau pendapatan nasional 

diatas dibedakan dari dua pengertian : Produk Nasional Bruto (PNB) dan 

Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Nasional yang diwujudkan oleh 

warganegara suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto, sedangkan 

Produk Domestik Bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh 

penduduk dalam suatu negara.Dari arti pengertian PNB dan PDB dapat 

disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut pada akhirnya merupakan ukuran 
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mengenai besarnya kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan 

jasadalam satu tahun tertentu. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi data produk nasional dapat pulah 

digunakan untuk (1) menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, dan (2) 

menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya.Untuk 

menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung 

pendapatan nasional riil, yaitu PNB dan PDB yang dihitung menurut harga 

yang berlaku dalam tahun dasar.Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau 

PDB menurut harga tetap, yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. 

Tingkat (persentasi pertambahan) pertumbuhan ekonomi dihitung dari 

pertumbuhan PNB atau PDB yang berlaku dari tahun ke tahun . 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pengeluarn pemerintah di bidang 

kesehatan bepengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi 

selatan. Kemudian dari analisis yang dilakukan juga menjelaskan bahwa 

tahun dasar ke tahun yang diamati berengaru secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik dimana pengeluaran pemerintah 

dibidang kesehatan seperti pengadaan fasilitas kesehatan semakin baik 

untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ada di Sulawsi 

Selatan. 

 

 



48 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasl penelitian tentang pengaruh pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan eknomi Sulawsi 

Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwah realisasi pengeluaran 

pemerintah pada tahun 2012, 2013, dan 3015 paraler dengan 

pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi khusus tahun 2014 

realisasi pengeluaran tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Artinya bahwa tdk berpengaruh. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang akan diajukan adalah : 

1. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelaran pemerintah 

dibidang kesehatan berengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karen itu pemerintah harus menyikapi dengan serius dan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehtan, fasilitas rumah sakit dan 

lain-lain. 

2. Pegeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhn ekonomi 

di Sulawesi Selatan oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang 

kebijakan suda seharusnya memperhatikan salah satu hal yang 

mendukung terciptanya pembangunan sumber daya manusia 

sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan 

berdampak pada peluasan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan 
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yang akan menciptakan kemajuan perekonomian dan peningkatan 

distribusi pendapatan dalam suatu negara. 
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